
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR  1  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020; 

   

Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 

4. Undang-Undang . . . 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

13. Undang-Undang . . . 
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  13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5256); 

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014     

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

 

 

 

19. Peraturan . . . 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83    

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

25. Peraturan . . .  
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  25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5372); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6176); 

31. Peraturan . . . 
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6279); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

37. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

 

38. Peraturan . . . 
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  38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

39. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 

40.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang 

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada 

Pemerintah Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

 

48. Peraturan . . . 
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48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); 

  50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36); 

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Timur Nomor 61); 

52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 

Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 92); 

54. Peraturan . . . 
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53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100); 

54.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri A); 

55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri A); 

 

Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  

dan 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

 

 

Pasal 1 . . . 
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  Pasal 1 

  (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

   

Pasal 2 

  Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut: 

a. Pendapatan   Rp31.631.024.771.618,29 

b. Belanja   Rp32.286.757.637.609,27 

Defisit  (Rp    655.732.865.990,98) 

c. Pembiayaan  

1. Penerimaan   Rp  4.391.517.489.882,39 

2. Pengeluaran   Rp       35.751.426.097,56 

Pembiayaan Neto  Rp  4.355.766.063.784,83 

   

Pasal 3 

  Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                     

Rp1.488.085.858.281,29 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan setelah  

perubahan   Rp30.142.938.913.337,00 

2. Realisasi  Rp31.631.024.771.618,29 

Selisih Lebih  Rp  1.488.085.858.281,29 

 

 

 

b. Selisih . . . 
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  

(Rp2.278.270.765.610,12) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Belanja setelah 

perubahan   Rp34.565.028.403.219,39 

2. Realisasi  Rp32.286.757.637.609,27 

Selisih Kurang (Rp  2.278.270.765.610,12) 

  c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah  

(Rp3.766.356.623.891,41) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Defisit setelah  

perubahan  (Rp  4.422.089.489.882,39) 

2. Realisasi (Rp     655.732.865.990,98) 

Selisih Kurang (Rp  3.766.356.623.891,41) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah (Rp66.525.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan  Rp  4.458.042.489.882,39 

2. Realisasi  Rp  4.391.517.489.882,39 

Selisih Kurang  (Rp      66.525.000.000,00) 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah (Rp201.573.902,44) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

setelah perubahan  Rp       35.953.000.000,00 

2. Realisasi  Rp       35.751.426.097,56 

 Selisih Kurang  (Rp           201.573.902,44) 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah   

(Rp66.323.426.097,56) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah 

perubahan   Rp  4.422.089.489.882,39 

2. Realisasi  Rp  4.355.766.063.784,83 

 Selisih Kurang  (Rp      66.323.426.097,56) 

   

Pasal 4 

  Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per           

31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset  Rp41.930.873.976.718,89 

b. Jumlah Kewajiban  Rp     786.498.445.704,09 

c. Jumlah Ekuitas  Rp41.144.375.531.014,80 

  Pasal 5 . . . 
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Pasal 5 

  Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)    

huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2020, sebagai berikut: 

a. Saldo Kas per 1 Januari Tahun 2020  Rp   4.400.870.450.776,39 

  b. Kenaikan/Penurunan Kas selama Periode 

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi  Rp   1.248.001.585.548,02 

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp   1.903.734.451.539,00) 

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  (Rp       13.576.426.097,56) 

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp         20.504.656.355,70 

Penurunan Kas selama Periode (Rp      648.804.635.732,84) 

c. Saldo Kas Akhir per  

   31 Desember Tahun 2020                 Rp   3.752.065.815.043,55 

   

Pasal 6 

  Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Jumlah Pendapatan Operasional  Rp32.188.103.584.875,03 

b. Jumlah Beban Operasional  Rp31.173.985.394.754,86 

c. Surplus Kegiatan Operasional  Rp  1.014.118.190.120,17 

d. Defisit Non Operasional (Rp       71.054.614.955,00) 

e. Defisit Pos Luar Biasa (Rp     770.190.983.258,57) 

f. Surplus Laporan Operasional  Rp     172.872.591.906,60  

   

Pasal 7 

  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai 

berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp  4.369.342.489.882,39 

b. Penggunaan SAL    Rp  4.369.342.489.882,39 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp  3.700.033.197.793,85 

d. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Rp                             0,00   

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir  Rp  3.700.033.197.793,85 

   

 

 

Pasal 8 . . . 
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Pasal 8 

  Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1    

ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan                         

31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal  Rp40.782.175.168.974,08 

b. Surplus LO  Rp     172.872.591.906,60 

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan  Rp                             0,00 

d. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan  Rp     189.327.770.134,12 

e. Ekuitas Akhir  Rp41.144.375.531.014,80 

   

Pasal 9 

  Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam      

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

   

Pasal 10 

  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I  : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1  : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 

  Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut  

  Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,  

  Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realiasasi Anggaran Belanja Daerah 

  menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

  Program, dan Kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

  untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan  

  Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 

  Pengelolaan Keuangan Negara; 

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 

  Aset Tetap Daerah; 

 

Lampiran I.8 . . . 
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Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan 

  Aset Lainnya; 

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

Lampiran I.12 : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak  

  Tertagih; 

Lampiran I.13 : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 

  Dana Bergulir; 

Lampiran I.14 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;  

Lampiran I.15 : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

Lampiran I.16 : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

  Lampiran I.17 : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

Lampiran I.18 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

Lampiran I.19 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan; 

b. Lampiran II  : Neraca; 

c. Lampiran III  : Laporan Arus Kas; 

d. Lampiran IV  : Laporan Operasional; 

e. Lampiran V  : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Lampiran VI  : Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Lampiran VII  : Catatan atas Laporan Keuangan. 

   

Pasal 11 

  Lampiran Keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran VIII  : Laporan Kinerja; dan 

b. Lampiran IX  : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

  Daerah/Perusahaan Daerah. 

   

Pasal 12 

  Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur. 

   

Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur. 

   

 

 Ditetapkan di Surabaya  

 pada tanggal   27 September 2021 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

ttd. 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal   27 September 2021 

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, 

 

ttd. 

 

Dr. Ir. HERU TJAHJONO 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI A. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd. 

 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. 

Pembina  

NIP 19690129 199303 2 001 

 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (1-159/2021) 


